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A. Latar Belakang

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus bernama coronavirus dan
penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (Covid-19). Covid-19 berasal dari Wuhan,
Provinsi Hubei, ! Covid-19 merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi
wabah/pandemi, penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, dan
memiliki tingkat ukuran kematian yang tinggi.?

Pada masa pandemi terdapat kebijakan memperketat persyaratan untuk melalukan
perjalanan baik yang mempergunakan transportasi udara, laut, dan darat yang dikeluarkan oleh
pemerintah melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan
Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan terdapat beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi selain mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan
menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan diantaranya:®

a. Menunjukkan Kartu identitas diri (KTP).

b. Menunjukkan surat keterangan telah melakukan uji tes PCR dengan hasil negatif atau
melampirkan hasil non reaktif melalui rapid test.

c. Menunjukan surat keterangan bebas gejala atau surat keterangan sehat yang dikeluarkan
baik oleh rumah sakit maupun puskesmas.

Diterbitkannya Surat Edaran mengenai ketentuan atau syarat untuk melakukan

perjalanan tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk berpergian ke wilayah lain. Kesulitan
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itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk
mengambil kesempatan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan
kepentingan dan keselamatan bersama. Pada dasarnya surat keterangan sehat ialah gambaran
sesaat yang memberikan penjelasan terhadap kondisi kesehatan tubuh seseorang dengan
pemeriksaan pada hari diperiksanya seorang pasien, dituangkan dalam satu dokumen yang
sering disebut dengan surat keterangan sehat. Surat ini dibuat dan dikeluarkan tidak
sembarangan, tetapi dikeluarkan dengan prosedur yang ditentukan yaitu dengan melalui
pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, tetapi kenyataannya di saat pandemi Covid-19 ini,
ditemukan bahwa surat keterangan sehat yang diperlukan oleh banyak orang untuk keperluan
perjalanan keluar kota tersebut dipalsukan.* Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun
yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi
kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.®
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk
Melakukan Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19”.
B.Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis?
2. Apakah sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
keterangan rapid tes Covid 19?
3. Bagaimana upaya penegak hukum untuk mentertibkan tindak pidana pemalsuan surat
keterangan medis?

C. Tujuan Penelitian
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1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
keterangan rapid tes Covid 19.
3. Untuk mengetahui upaya penegak hukum untuk mentertibkan tindak pidana pemalsuan
surat keterangan medis.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dalam pengembangan studi ilmu hukum bagi
masyarakat umumnya dan khususnya untuk menambah pengetahuan mengenai Tindak
Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk Melakukan
Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19.
2. Manfaat praktis
Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum
mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk
Melakukan Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19.
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran sementara ditemukan beberapa penelitian mengenai Tindak
Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk Melakukan
Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19, diantaranya:
1. Aprilya Zchra Alwi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat
di tengah Wabah Covid 19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga),

Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.



2. Adi Wisnu, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Skripsi, Universitas Islam Negeri

Raden Fatah, Palembang, 2021.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat adanya perbedaan terkait
dengan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan akademik.

F. Kerangka Teori

Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.® Teori yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu:
1.Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan di Indonesia sangat kompleks. Hal itu disebabkan karena selain harus
mengindahkan tujuan pemidanaan juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM)
agar menjadikan teori pidana menjadi fungsional dan operasional. Untuk itu diperlukan
pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaam, baik
yang menyangkut aspek individual maupun sosial.’

Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan dalam
menjatuhkan pidana, yaitu:®

a. Teori absolut Teori absolut atau lazim juga disebut dengan teori pembalasan.

b. Teori Relatif Teori Relatif atau disebut juga teori tujuan.

c. Teori Gabungan Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori
sebelumnya.

2. Teori Penegakan Hukum
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Menurut Muladi® penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-
norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut
Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ( sebagai social engineering
), memelihara, dan mempertahankan (' sebagai social control ) kedamaian pergaulan hidup.°

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Ada 5 (lima)
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:!* 1). Faktor hukumnya sendiri; 2). Faktor
penegak hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). Faktor

masyarakat; 5). Faktor kebudayaan.
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